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Village as local entity have genuine autonomy where the impact of its 
village’s autonomy recognition is the village has the authority to regulate and 
manage their own internal affair. It is becoming an interesting research when 
the village make serious efforts to build economic independence.  There are 
many ways can be use by village to strengthen their original revenue, one of 
them is establishing “Badan Usaha Milik Desa” or BADAN USAHA MILIK 
DESA (BUMDES) which in part of the capital investment is supported by the 
village treasury. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) is growing to be an 
independent business entity, moreover in some area BADAN USAHA MILIK 
DESA (BUMDES) is transforming to became koperasi or company. This journal 
aims to observe BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) as one of the 
alternative solution to increase the village income based on Act number 6 years 
2014 about Village and review the comparison between BADAN USAHA MILIK 
DESA (BUMDES) and the other legal entities.   
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Pendahuluan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 
D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. Perlindungan hukum terjadi jika adanya kepastian hukum. Kepastian hukum 
diwujudnyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diharapkan agar 
dapat terwujudnya pembukaan Undang Undang Dasar alinea IV (empat) yang adalah 
tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan 
kesejahteraan umum. Maka dapat dikatakan bahwa negara akan menjamin kesejahteraan 
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masyarakat seperti yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Adam Smith dalam 
“Wealth of Nation” secara garis besar berpendapat bahwa kebahagiaan dan 
kesejahteraan masyarakat harus dicapai lewat politik bernegara, karena Negara hukum 
bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, melainkan untuk 
kesejahteraan seluruh rakyat dalam Negara.
2
 Sedangkan Prof. Soebekti memandang 
negara diharuskan mendatangkan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan 
menyelenggarakan keadilan dan ketertiban dari konstitusi negara tersebut.
3
 
Perlindungan hukum yang diberikan Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pemerintah 
daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Wujud dari 
penyelenggaraan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Seiring semakin besarnya keleluasaan daerah 
otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka diharapkan untuk 
adanya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi:    
a. Transparansi: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan  harus 
memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh seluruh 
pemangku kepentingan (stakeholders);  
b. Akuntabilitas: penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat 
dengan berdaya guna dan berhasil guna;  
c. Partisipasi: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan melibatkan 
masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku. 
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Pembangunan Indonesia tiada berarti tanpa memperhatikan posisi strategis 
desa sebagai tulang punggung kehidupan Indonesia. Untuk perencanaan masa depan 
yang lebih baik, faktor desa merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dikonsepkan 
secara maksimal, karena desa adalah satuan terkecil masyarakat asli dari Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang 
desentralisasi desa untuk melakukan pembangunan desa sesuai dengan karakteristik 
desanya masing-masing. Pembangunan desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh 
semua lapisan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan desa. Seiring dengan 
pesatnya perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, maka desapun memiliki peran 
besar di sini.  Kedudukan desa yang diakui dalam kerangka otonomi daerah 
berimplikasi pada perlakuan terhadap desa yang seyogyanya diperlakukan sama dengan 
provinsi dan kabupaten/ kota. Bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa dengan 
adanya pengaturan tentang desentralisasi untuk pemerintah desa, maka seluruh desa 
bebas untuk menentukan sumber pendapatannya asal tetap berada pada koridor 
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah desa akan berlomba-
lomba untuk menciptakan Badan Usaha Milik Desa. 
Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat 
menyejahterakan desa melalu empat aspek utama, yaitu  pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.  Keberadaan anggaran desa 
memberikan angin segar bagi pemerintahan desa dan menunjukkan itikad baik 
pemerintah pusat dalam melakukan upaya pemberdayaan desa yang lebih maju, mandiri, 
berkeadilan dan sesuai potensi ekonomi. Agar suatu pembangunan (dengan alokasi dana 
paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara) dapat sampai pada tujuan yang menyejahterakan maka diperlukan suatu arah 
kebijakan yang baik. Besarnya suatu dana tidak akan berfungsi baik bila di tengah 
perjalanan pembangunan terjadi konflik akibat tidak adanya suatu perencanaan yang 
komprehensif dan terpadu. Terkait pengaturan sumber pendapatan desa, maka setiap 
desa mempunyai kewenangan yang berdasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 
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2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih khusus dalam Undang Undang 
Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana memberikan kewenangan  kepada  
desa  untuk melakukan  pengaturan  terhadap  sumber pendapatan desanya masing-
masing. 
Berdasarkan kondisi di atas maka, diadakanlah penelitian mengenai badan 
usaha milik desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa berdasarkan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai bagian dari penyelenggaran daerah 
yang memiliki kewenangan yang sangat strategis dan potensial untuk mengembangkan 
kebijakan dan regulasi terkait sumber pendapatan desa.  
 
Pembahasan 
 Kehadiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa kabar 
baik bagi masyarakat desa karena keberadaan desa lebih di perhatikan dan di utamakan 
untuk pembangunan desa, dimana desa yang awalnya hanya diangap sebagai salah satu 
bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten dan hanya merupakan obyek dari 
pembangunan Kabupaten, sekarang desa memiliki posisi sebagai subyek pembangunan.  
 Berbagai aspek pendorong adanya kemajuan pembangunan tentang desa salah 
satunya adalah terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sumber-sumber 
pendapatan desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara 
lain : 
a. Pendapatan asli desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, 
gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa. 
b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa. 
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten. 
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
oleh Kabupaten. 
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Porvinsi Dan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeah Kabupaten. 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 
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g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
1. Badan Usaha 
 Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha 
untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau 
sekelompok orang yang berorganisasi (bekerja sama) dalam bidang ekonomi yang 
bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan 
barang dan jasa secara efektif dan efisien. 
Ciri-ciri badan usaha antara lain: 
a) bertujuan mencari keuntungan; 
b) menggunakan modal dan tenaga kerja; 
c) aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan.4 
Sedangkan pengertian Badan Usaha menurut Undang Undang adalah sebagai 
berikut : 
a. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum 
 Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik 
dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta 
yang dimilikinya. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari : 
(1) Perseroan Terbatas (“PT”) 
a) Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam Undang Undang No 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimum modal dasar PT yaitu 
Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah 
disetorkan ke dalam PT; 
b) Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya; 
c) Berdasarkan peraturan perUndang Undangan tertentu diwajibkan agar suatu 
badan usaha berbentuk PT. 
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a) Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak 
mempunyai anggota; 
b) Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan. 
(3) Koperasi 
a) Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. 
b) Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk 
menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk 
menjadi anggota koperasi. 
b. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum 
 Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada 
bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan 
kekayaan pemiliknya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari: 
(1) Persekutuan Perdata 
a) Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk 
memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi 
keuntungan yang terjadi karenanya; 
b) Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata. 
(2) Firma 
a) Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama 
bersama; 
b) Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma. 
(3) Persekutuan Komanditer (“CV”) 
a) Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer. 
b) Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan 
pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan 
ke dalam CV. 
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 Apabila PD/UD akan "diubah" dengan badan usaha lainnya, maka PD/UD 
tersebut akan dibubarkan serta izin yang dimiliki oleh PD/UD tersebut akan dicabut. 
Selanjutnya, akan didirikan badan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan visi misi 
yang diinginkan.
5
 Dalam menjalankan usahanya badan Usaha juga memiliki berbagai 
fungsi, fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan 
kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang 
bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang 
lain atau masyarakat dalam rangka mengonsumsi barang sehingga tercapai kepuasan. 
2. Badan Usaha Milik Desa 
a. Ruang Lingkup Badan Usaha Milik Desa 
Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa 
yang dikelola oleh pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu 
lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut 
asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak 
luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak Penjelasan ini 
sangat penting untuk mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 
karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah 
(Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes)
6
. Dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) tentunya memliki beberapa tujuan diantaranya, Meningkatkan 
Perekonomian Desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, meningkatkan Pendapatan asli desa, menjadi tulang punggung 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. 
Guna mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan 
cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan 
                                                          
5
Jenis-jenis badan Usaha (online), http://www.hukumonline.com/klinik/detail/jenis-jenis-badan-usaha-
dan-karakteristiknya di akses pada 05 Maret 2013 
6
Pengertian Badan Usaha Milik Desa (online), http://warunglips.wordpress.com/badan-usaha-milik-desa-
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)-apa-dan-bagaimana.html, diakses pada 04 Maret 2013  
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barang dan jasa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga 
dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan 
menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme 
kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi 
pedesaan disebabkan oleh usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dinyatakan di 
dalam Undang Undang bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan 




a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 
b) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal 
terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar; 
c) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai 
aset penggerak perekonomian masyarakat; 
d) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi 
Nilai strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini terletak pada 
kemampuannya memberikan perlindungan pada warga desa dari para tengkulak serta 
mendorong partisipasi dan demokrasi ekonomi. Dengan kekuatan partisipasi dan 
demokrasi ekonomi kerakyatan, warga desa akan mampu memproteksi desa dari 
masuknya proyek-proyek kapitalisasi sumber daya dan potensi lokal yang selama ini 
banyak memberi keuntungan pada kelompok pemodal dan meminggirkan rakyat desa. 
Karena itu, berbagai inisiatif desa dengan mulai merintis Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) di beberapa daerah perlu kita apresiasi.
8
 
Ada tiga peluang yang dapat diraih terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
Pertama, Pemda berkewajiban dan berkeinginan untuk mewujudkan pemerintahan desa 
yang kuat di mana ekonomi kerakyatan berperan penting. Peran ekonomi kerakyatan 
sebagai ujung tombak kekuatan desa di masa depan ini ditopang Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) dengan memperkuat usaha-usaha kecil di pedesaan. Kedua, 
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munculnya program-program donor yang memfasilitasi berkembangnya Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) melalui dukungan pendampingan yang handal. Ketiga, dan yang 
terpenting, banyaknya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang strategis 
dan memiliki keunggulan maupun potensi untuk berkembang dan berhasil. Dengan 
demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa meningkatkan kesejahteraan warga, 
menggerakkan potensi kaum perempuan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Unit-unit 
usaha yang dikembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berbasis pada 
potensi lokal dan memperkuat usahausaha yang telah dijalankan oleh warga atau 
kelompok warga. Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian, 
mengelola usaha-usaha warga atau kelompok warga ini untuk memperjuangkan 
pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi warga desa. 
9
 
Keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dimanfaatkan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan publik, melindungi kelompok-kelompok rentan dan 
perempuan, serta meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis rakyat desa yang 
berkelanjutan. Untuk mewujudkan impian ini diperlukan pendalaman praktik baik dan 
penghimpunan pembelajaran. Selain itu, komitmen pemerintah, baik dukungan 
kebijakan maupun program pengembangan kapasitas warga dan organisasinya, 
diperlukan untuk semakin mengangkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai 
pilar kelembagaan ekonomi desa. 
Tjiptoherijanto menyatakan bahwa secara umum urbanisasi diartikan sebagai 
perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan. Istilah perkotaan (urban) 
adalah daerah atau wilayah yang memenuhi tiga persyaratan, yaitu sebagai berikut.  
1. Kepadatan penduduk 5.000 orang atau lebih per km persegi.  
2. Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 25% atau 
kurang.  
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3. Memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas perkotaan. 
10
 
Salim menyatakan pertambahan penduduk yang tinggal di perkotaan tersebut 
dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pertumbuhan alamiah yang 
terjadi di daerah tersebut; (2) perpindahan penduduk baik dari kota lainnya maupun dari 
pedesaan; (3) anexasi; dan (4) reklasifikasi.
11
 Kasto menyatakan bahwa dampak negatif 
yang dapat ditimbulkan oleh urbanisasi bahwa daerah pedesaan akan kehilangan tenaga 
kerja, dengan demikian sektor pertanian akan terhambat, karena kesulitan mencari 
tenaga kerja di pedesaan. Kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas pertanian makin 
menurun. Dampak yang lebih luas, juga akan mempengaruhi industri yang berkembang 
di kota yang membutuhkan produk pertanian pedesaan. Jika pengaruhnya besar bagi 
industri, maka pertumbuhan GNP akan menurun.
12
 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai usaha desa memiliki peran yang 
sangat besar dalam menekan arus Urbanisasi di Indonesia. Berbagai peran yang 
dimainkan adalah: Pertama,Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mampu menekan 
laju pertumbuhan penduduk di perkotaan. Hal ini di-sebabkan oleh adanya lapangan 
kerja yang mampu disediakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga mo-bilitas 
tenaga kerja ke kota dapat ditekan. Kedua,Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat 
mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa sehingga 
memunculkan dampak sosialyang lebih luas. Ketiga, Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk 
pemberian pinjaman dengan suku bunga yang lebih ringan sehingga tidak perlu terjebak 
oleh rentenir. Keempat,Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi sumber 
Pendapatan Asli Desa sehingga anggaran pembangunan di pedesaan dapat ditingkatkan. 
Hal inidisebabkan oleh adanya masukan dana hasil keuntungan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes). Kelima, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menekan 
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Ketut Gunawan, Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menekan Laju Urbanisasi, 
WIDYATECH, Jurnal Sains dan Tekhnologi Vol. 10 No. 3 April 2011. 
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Abdurrahmat Fathoni, (2006), Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rinek 
Cipta, hlm. 57. 
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Kasto, (2002), Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah dalam Mobilitas 
Penduduk Indonesia, Tinjauan Lintas Disiplin, Yogyakarta: PSKK UGM. hlm. 2 
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tersentralisasinya modal ke kota. Hal ini disebabkan karena Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) berfungsi untuk menyerap dana dalam bentuk tabungan masyarakat 
pedesaan. 
3. Keuangan Desa 
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13
 Keuangan desa tersebut terdiri atas pendapatan 
desa. Pendapatan asli Desa (PAD) terdiri atas:
14
 
a) hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 
pendapatan asli Desa;  
b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;  
d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota;  
e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  
f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  
g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.  
Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga, dapat berbentuk hadiah, 
donasi, wakaf, dan/atau sumbangan lain serta pemberian sumbangan yang dimaksud 
tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang. Belanja desa digunakan 
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangan dalam 
peraturan desa tentang anngaran pendapatan dan belanja desa. 
Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa, disamping itu desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa 
dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerja sama desa. Dalam 
                                                          
13
 Pasal 71 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
14
Pasal 72 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga 
harus diikutsertakan pemerinta desa dan BPD, dengan memperhatikan kepentingan 
masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian 
lingkungan hidup, keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum. 
Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa 
bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati/Walikota. 
Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. 
Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawabannya. Oleh karena 
itu, wewenangnya tidak boleh disalah gunakan. 
APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. 
Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. 
Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. 
 
Kesimpulan  
Dari pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di simpulkan 
terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu alternative 
sumber pendapatan desa berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa,  
1. Secara filosofis peningkatan kondisi perekonomian masyarakat melalui konsep 
ekonomi kerakyatan merupakan hakikat dan perwujudan cita-cita ideal menuju 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara sosiologis kebutuhan 
masyarakat akan peraturan daerah tentang pembentukan dan pengelolaan badan 
usaha milik desa menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, dan 
pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhinya. Dan secara yuridis 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pemerintahan Daerah sudah dengan tegas mengamanatkan kepada 
pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. 
Termasuk di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga 
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mengamanatkan bahwa desa dapat membentuk suatu badan usaha yang 
berbadan hukum untuk meningkakan potensi pendapatan asli desa. 
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dibentuk oleh 
pemerintah desa, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat desa, jadi masyarakat peminjam perlu ditanamkan 
bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah milik kita bersama yang 
perlu di pelihara, dijaga keberadaannya sehingga penguatan lembaga keuangan 
akan tercapai. Tingkat kejujuran dari pengelola maupun masyarakat peminjam 
merupakan hal terpenting untuk menuju yang sehat dan berkembang. 
3. Komitmen untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan 
upaya yang sistematis dan organisatoris untuk menunjang kinerja 
profesionalBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sekaligus 
dapatmengembangkan jaringan perekonomian demi meningkatkan daya saing 
ekonomi pedesaan. Beberapa agenda yang bisa dilakukan adalah pengembangan 
kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam 
pengelolaan asset ekonomi desa, menguatkan kelembagan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, 
informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan 
jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. 
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